PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel.Air Item Pangkalpinang
Telp. (0717) 4255015

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PER 31 DESEMBER 2019

NIP.19740727 200604 1 010

NO NAMA PANGKAT/GOLONGAN JABATAN
| RUSMINI, S.IKom Penata Tk.I /111 d Pranata Humas Muda
NIP. 19850608 200903 2 012
2 RUSNIN NUREADIN, 841, Penata/Ill ¢ Polisi Pamong Praja Muda
NIP.19710203 200604 1 006
ISMEI JUPANDI, S.AP 5y ,
3 ’ Penata/IlII ¢ Polisi Pamong Praja Muda
> [NIP.19780521 200801 1009 enata &
SUMARNO, S.AP o s ;
; Penata/Ill Polisi Pamong Praja Muda
4 |NIP.19810814 200701 1 005 cnatarn © &
ACHMAD BENY SUMARMAN, S.AP o ;
: Polisi P Praja Mud
5 NIP.19781124 200801 1 011 Penata/Ill ¢ olisi Pamong Praja Muda
SAHRUL, S.AP ey ;
: Penata/I1l Polisi Pamong Praja Muda
® INIP.19790816 200801 1 008 cnatit e B
SARMADI, S.AP o, .
2 Polisi P o Praja Mudse
«? NIP.19740627 200604 1 011 Penata/Ill ¢ olisi Pamong Praja Muda
JUNIARDI, S.AP " .
5 S g Praja Mud
3 NIP.19800602 200701 1 004 Penata/lll ¢ Polisi Pamong Praja Muda
KUSUMA JAYA, S.H. - . .
9 NIP.19841011 200801 1 004 Penata Muda Tk.I/II1 b Polisi Pamong Praja Pertama
DUMEIRYDIANSYAH, S.H. . ;
10 NIP. 19770517 200701 1 006 Penata Muda Tk.I /11 b Polisi Pamong Praja Pertama
FEMI ARDIANSYAH, S.AP ;1o :
11 NIP. 19840214 200801 1 002 Penata Muda Tk.I /1l b Polisi Pamong Praja Pertama
ZUHRI ARIFIYANTO PUTRA, S.IP oo .
12 NIP.19760312 200604 1 004 Penata Muda Tk.I/ IIT b Polisi Pamong Praja Pertama
. |ISNANTO, S.AP L . »
13 NIP.19731228 200604 1 009 Penata Muda Tk.I/IIl b Polisi Pamong Praja Pertama
DODY CHANDRA, S.AP . .
14 NIP.19810129 200801 1 005 Penata Muda Tk.I /1l b Polisi Pamong Praja Pertama
DAVID CASIDY, S.AP . .
15 NIP.19830426 200801 1 009 Penata Muda Tk.I /11 b Polisi Pamong Praja Muda
MAULID, S.AP ; . . )
16 NIP.19780719 200701 | 003 Penata Muda Tk.I / 1II b Polisi Pamong Praja Pertama
BIJIl MUHAMMAD GUNTORO, S.H. . ‘
¢ D > o b2
17 NIP. 19881025 201502 | 004 Penata Muda Tk.l / II1 b Polisi Pamong Praja Muda
DEKKY JAYA SAPUTRA, S.H. . :
18 NIP. 19890114 201502 1 002 Penata Muda Tk.I/1I1 b Polisi Pamong Praja Muda
19 DARMAWI, S.AP p Muda Tk.I/ I b 4 ;
NIP.19790312 200701 1 007 enata Muda Tk.I / II1 Polisi Pamong Praja Pertama
M. RIDWAN, S.H. " ;
20 NIP.19770411 200801 1 006 Penata Muda Tk.I /1I1 b Polisi Pamong Praja Pertama
2 SULAIMAN p . ; ;
21 INIP.19750208 200212 1 002 enata Muda/Ill a Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
22 RUER] P Tk./I1d lisi aj <
2 INIP.19780405 200212 1 005 engatur Tk. Polisi Pamong Praja Pelaksana
5, |MAUREN . ;
23 INIP. 19681212 200604 1 013 Pengatur Tk.1I/I1 d Polisi Pamong Praja Pelaksana
24 ACHYAR p k1 . N ,
=% INIP.19710302 200604 1 010 engatur Tk.I/IT d Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
)5 RACHMAD SURYAWAN L ;
=2 INIP.19710531 200604 1 005 Pengatur Tk.1/11 d Polisi Pamong Praja Pelaksana
2% ARWIN JULIANDI - : :
NIP. 19710726 200604 1 003 Pengatur Tk.1/11 d Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
5 |YULIMAN ANDRE L ; ,
27 Pengatur Tk.I/11 d Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
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28 NIP.19720819 200604 1 010 Pengatur Tk.I/I1 d Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
KARIMAN .. . .
P Pelaksana Lz ¢
29 NIP. 19670703 200701 1 009 Pengatur Tk.I/II d Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
NURUL IKHSAN il . :
k L te
30 NIP.19790407 200701 1 007 Pengatur Tk.I/I1 d Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
SUDHARMANTO . :
3 ] Pelak
31 NIP.19790624 200701 1 004 Pengatur Tk.I/11 d Polisi Pamong Praja Pelaksana
WAHYU ANDARI . ;
32 . P Pelakse
32 INIP. 19800707 200701 1 003 Pengatur Tk.I/11 d Polisi Pamong Praja Pelaksana
ERWIN DWIANTORO NUGROHO . .
33 q/ | P Pelaksan:
33 INIP. 19790225 200801 1 007 Pengatur Tk.I/11 d Polisi Pamong Praja Pelaksana
MUSTAGHFIRI . .
3 . 1 Praja Pelak
34 NIP.19790506 200801 1 012 Pengatur Tk.I/11 d Polisi Pamong Praja Pelaksana
M. HENDRI . .
3 P Pelak
35 NIP.19751201 200801 1 011 Pengatur/II ¢ Polisi Pamong Praja Pelaksana
ATIN MUMPRAYITNO . .
. Polisi P P Pelak
36 NIP. 19800216 201502 1 001 Pengatur Muda Tk.I/Il b olisi Pamong Praja Pelaksana
.- |ARISKA WIJAYANTO -, . )
37 NIP. 19850417 201502 1 001 Pengatur Muda Tk.I/I1 b Polisi Pamong Praja Pelaksana
.o |[JONI BUDI SANTOSA ;s ; )
38 NIP. 19880617 201502 1 004 Pengatur Muda Tk.I/I b Polisi Pamong Praja Pelaksana
.~ [|HARIS SAPUTRA p ; .
39 NIP. 19890919 201502 1 001 Pengatur Muda Tk.I/I b Polisi Pamong Praja Pelaksana
RICARD OBERTWO -, .
1Y) NIP. 19901015 201502 1 001 Pengatur Muda Tk.I/Il b Polisi Pamong Praja Pelaksana
IRVIANDY PRATAMA - .
41 NIP. 19910605 201502 1 001 Pengatur Muda Tk.I/Il b Polisi Pamong Praja Pelaksana
ZULPHAN MUGHNI BAKAR GANI . .
D rQane
42 NIP. 19911109 201502 1 001 Pengatur Muda Tk.I/I1 b Polisi Pamong Praja Pelaksana
MUHAMMAD IRSAN BASKARA
1a1 19 Pelalke
43 NIP. 19930928 201502 1 001 Pengatur Muda Tk.I/I b Polisi Pamong Praja Pelaksana
44 BEBRY YULANDA P Muda Tk.I/Il b lisi aj laksane
NIP. 19940105 201502 1 002 engatur Muda Tk. Polisi Pamong Praja Pelaksana
45 MUHAMMAD CACA RASKY p Muda Tk.I/T b lisi ;
NIP. 19940822 201502 1 001 engatur Muda Tk. Polisi Pamong Praja Pelaksana
EKA FITRIA NINGSIH
46 Pengatur Muda Tk.I/I1 b

NIP. 19950830 201502 2 001

Polisi Pamong Praja Pelaksana

Pangkalpinang,

Februari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NIP. 19750130 199402 1 003




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PRANATA HUMAS MUDA ATAS NAMA RUSMINI, S.Ikom.

g‘,ﬂ

NOMOR: 188.44/ G127, /BKPSDM/2017
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kredit dan
berdasarkan Keputusan Pejabat Penetapan Angka Kredit (PAK)
Jabatan Fungsional Pranata Humas Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor: 015/PAK/PHA/III/2017 tanggal 30 Maret 2017
Atas Nama Rusmini, S.lkom, Saudari Rusmini, S.lkom
NIP. 19850608 200903 2 012 telah memenuhi syarat untuk diangkat
dalam jabatan fungsional Pranata Humas Muda;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan

Jabatan Fungsional Pranata Humas Muda Atas Nama Rusmini,
S.Ikom.;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dasrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh
belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);




Memperhatikan

Menetapkan
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia {Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007
tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas;

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
Nomor 05 Seri D);

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka
Kredit;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan
Jabatan Fungsional,

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2017 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : Rusmini, S.Ikom

b. NIP : 19850608 200903 2012

¢. Pangkat/GolRuang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b)/
01-04-2015

d. Unit Kerja . Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam jabatan fungsional Pranata Humas Muda dengan angka kredit
sebanyak 212,373 (dua ratus dua belas koma tiga tujuh tiga).

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU diberikan tunjangan jabatan fungsional Pranata Humas
Muda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan
terhitung mulai tanggal 1 Mei 2017.

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.




KEEMPA

B )

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri

Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2\ April 2017
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Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

Kepala Kantor Regional VIl Badan Kepegawaian Negara di Palembang.

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Sekretariat Tim Penilai Jabatan Pranata Humas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG -
NOMOR: 188.44/ %3} /BKPSDM/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA RUSMIN NURVADIN, SH- e

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur J enderal ana =
Administrasi Kewilayahan Direktur POL PP dan Linmas
Nomor 69/PPL/TU/SD.11/2019 tangal 31 Januari 2019
tentang Diklat Fungsional dan Uji Kempetensi Kenaikan
Jenjang Jabatan Polisi Pamong Praja dan Penetapan Angka
Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
823/056.E/PAK/01/SATPOL-PP, tanggal 11 Januari 2019,
perlu mengangkat Rusmin  Nuryadin, =25

NIP.197102032006041006 kedalam jabatan Fungsmnal
Polisi Pamong Praja Muda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud" e
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur -
tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional P011s1 -
Pamong Praja Muda atas nama Rusmlnr Nuryadin, S.H,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesm
Nomor 4033); #.5

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara chubhk
Indonesia Nomor 5494); , ,

Undang—Undang Nomor 23 Tahun op1g tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara ‘Rep
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lefnbar no-
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-Und: :
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan - Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 :
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaranﬁ
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); '

W




10.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangann Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
235);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan
Angka Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian, dan

Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional,

11,

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);
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MEMUTUSKAN:

: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat Pegawai

Negeri Sipil:

a. Nama : RUSMIN NURYADIN, SH

b. NIP : 19710203200641006
c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Penata Muda Tingkat I /IIl.b/
T™MT 01-10-2016 : '
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi  Kepulauan  Bangka
Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan
angka kredit sebesar 229,32 {(dua ratus dua puluh sembilan
koma tiga dua).

: Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Muda sebesar Rp 960.000,00 (sembilan ratus
enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal
1 Maret 2019.

- Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mnestinya. -

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal ¥ Maret 2019

_-WAKIL GUBERNUR
"GLAUAN BANGKA BELITUNG,

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

oA i

Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang _di Palc{rxbang; .
-Kepala Satuan Polisi Pamoeng Praja Provinsi Kepulauan Bangka E}ehtung_—dx Pangkalpinang;
_Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka B,qhtung d1 ?angkalpmang; ' .
“Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di
Pangkalpinang.




'KEPUTUSAN GUBERN
~ NOMOR: 188.

GUBERNUR KEPULAUA | BANGKA BELITUNG,

Mcmmbang ‘a. bahwa ummk mclaksar*akan ketentuan Pasal 26
; : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur -Ncgara dany '
Reformasz lnokrasx Nr 4 T un ‘

Kredxmya,, dan berdasarkan
Kredit Jabatan F‘ungslonal
Praja insi Kepulauan  Ban litung
Nomor: 823/053. f/PAK/VII/SATPOL—P? et 1
Januari 2019, Saudara Ismei Jupandi, S.AP.
NIP. 197805212008011009 telah memenuhi syarat
untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja Muda; : : L]

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, _perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Kenaikan dalam Jabatar' F‘ungswnal
Polisi Pamong Pra_;a Muda atas n Ismei
Jupandi, S.AP; : :

Mengingat 5 Undang—Undang Nomar 27 Tahun 2000 tertang

Indones:ta , @mor 4033)

2. Undang»—Undang Nomor 5 ’I‘ahun 2014 tentang Aparamr
Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Nea‘
Republik Indcmesra Nomor 5494), : '

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 uebagarnana
telah diubah beberapa kali terakhir der ngan Undang-
Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang -
Pemerintahar. Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia un 20 15 omar ,58, V’I‘ambahan Lemharan .




- Indonesia nor 3098)

an beberapa kali terakhir

intah Nomor 15 Tahun 2019
an Belas Atas Peraturan

77 tentang Pera an

s mbaran N

9 Nomor 435 . =~

1A, &ﬁﬁﬁ”'ll Thhﬁnf2017 ““K5ng7 
i Neperi G ~ (Lembaran Ne

5. Peraturan Pe merin:

T Republik
Lembaran Nega
Peraturan Pr. 2sid,
Tunjangan Jaj
(Lembaran Ne
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Nomor 9 Tahy
Peraturar, Menteri
Reformasi Birokrasi
Jabatan Fungs

”xl;zﬂké~ﬁaﬂangafkﬂﬁwnﬁﬂﬂﬂl dan
-at!M@nﬁmth&mﬁiﬂnmmunuaBangka

0 Dacrah Provinsi Kepulauan Bangka




KESATU

KETIGA - ¢ Keputusan Gubemur ini muiax bcrlaku pada tanggal =

ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini dlsampalkan kepada Pegawm
Negeri Slpﬁ yang bersangkutan untuk dlpcrgunakan

sebagaimu

Tcmbusan disampaikan Kepnda Yth
1. Kepala Kantor Regmna] VII Badan chegaswamn
Negara di Palemba -

Kepu}auan Bangk;a Be\ ng dl"P gkal"
4. Sekretaris Tim Penilai Jabat 1gsior
Pamong - Praja. Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

ana mesunya

D*ite:tapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2¢ April 2019




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ %33 /BKPSDM/2019 '

Menimbang

Mengingat

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN F UNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA SUMARNO, S.AP.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

. < s

bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan Direktur POL PP dan Linmas
Nomor 69/PPL/TU/SD.1I/2019 tangal 31 Januari 2019
tentang Diklat Fungsional dan Uji Kompetensi Kenaikan
Jenjang Jabatan Polisi Pamong Praja dan Penetapan Angka
Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
823/056.c/PAK/01/SATPOL-PP, tanggal 11 Januari 2019,
perlu mengangkat Sumarno, S.AP.
NIP.198108142007011005 kedalam jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Muda;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja Muda atas nama Sumarno, S.AP.;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7
217, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4033); : :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494); :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -
Nomor 5679):



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang di Palembang;

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di
Pangkalpinang.

02 b

MEMUTUSKAN:

: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat Pegawai

Negeri Sipil:

a. Nama : SUMARNO, S.AP.

b. NIP : 198108142007011005

c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Penata Muda Tingkat I /Ill.b/

TMT 01-10-2017

d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

dailam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan
angka kredit sebesar 228,500 (dua ratus dua puluh delapan
koma lima nol nol).

© Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU diberikan tunjangan jabatar Fungsional Polisi
Pamong Praja Muda sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus
enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1
Maret 2019.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya. :

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3} Maret 2019




10.

11

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang

Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
123);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
235);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 240);

Peraturann Menter: Pendayagunaan Aparatur Negara -dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409); '

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian, dan
Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);




Menimbang

Mengingat

NOMOR: 188. 44/ '6’39

KENAIKAN DALAM J ABATAN
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMAAC »

/BKPSBMT/ , 01
TENTANG '

Adrmmstrasx Kewﬂayahan D1r
Nomor 69/PPL/TU/SD.II/%
tentang Diklat Fungsional dan !
Jenjang Jabatan Polisi Pamon:
Angka Kredit Jabatan Fungsional

Provinsi Kepulauan = Bangka clitung - Nomo;

823 / 056. L/ PAK/ Ol/'SATPOL—PP tanggal 11 - Jan i

Gubernur tentang Kenalkan Balam Jab
Polisi Pamong Praja Muda atas nama
Sumarman, S.AP.;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun ; ,2900 tentang; 2
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka ,;,Bclltung{,—
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4033); : s

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 te "ta,n' Aparat"rf*-r"”
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Ir e

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nc"
Indonesm Nomor 85494);

Undang-Undang Nomor

telah drubah beberapa Kkali tera.khlr dengan Undang- -~ - -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua =~
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran,, L
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) - ;
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10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 123); =

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
235);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presider Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birckrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
Dan Angka Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian,
dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor
0S5 Seri D);




JPRUE-SA G = ..

et B e

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

- Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat Pegawai

Negeri Sipil:

a. Nama : Achmad Beny Sumarman, S.AP.

b. NIP : 197811242008011011

c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Penata Muda Tingkat [ /Ill.b/

T™MT 01-10-2017

d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan
angka kredit sebesar 241,470 (dua ratus empat puluh satu
koma empat tujuh nol).

: Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Muda sebesar Rp 960.000,00 (sembilan
ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai
tanggal 1 Maret 2019.

. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Asli Keputusa.n Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya. :

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 33 Maret 2019

0l

“WAKIL GUBERNUR
ULAUAN'BANGKA BELITUNG,

(rf/

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang di Palembang;

o

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di
Pangkalpinang.




Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KEPULAUAN BANG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAU!
NOMOR: 188.44/ 342 /B

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL' e

TDNTAN G

POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA SAHRUL, s AP

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA B‘ELITUNG, o =

-

.5
N

bahwa berdasarkan Surat Direkt
Administrasi Kewilayahan Direktu
Nomor 69/PPL/TU/SD. II/2019 tangal
tentang Diklat Fungsional .
Jenjang Jabatan Polisi Pameng
Kredit Jabatan Fungsmnal Polisi Pamc 7 :
Kepulauan Bangka Behtung e Nomor
823/056.b/PAK/01/SATPOL-PP, tanggal 11 Januan 2019:5; :
perlu mengangkat Sahrul, S.AP. NIP.1979081 2008011008 -
kedalam jabatan Fungsmnal Pohs1 Pamong Praja Muda;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dlmaksud- :
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputi e
tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungs1ona1 Pe‘, S1 Parnongj_ -
Praja Muda atas nama Sahrul S AP e ,

Undang—Undang Nomor 27 Tahun
Pembentukan Provinsi Kepulauan B' :
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
217, Tambahan Lembaran Negara Repu
Nomor 4033); ,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparaturf;‘;;
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara - Republ1k-* SRt
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 . tentang,. ]
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republﬂ;lndonesm' “
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman
beberapa kali terakhir dengan ‘Undang-U
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal
Nomor 58, Tambahan Lembaran Ncgara ch:,- ik
Nomor 5679);
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11,

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
123);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
235):

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomeor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara -dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2015 dan Kepala Badan XKepegawaian Negara Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian, dan
Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59
Tahun 20616 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);




T e
)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU . Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat Pegawai
Negeri Sipil:
a. Nama : SAHRUL, S.AP
b. NIP : 197908162008011008
c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Penata Muda Tingkat I /Ill.b/
TMT 01-10-2017
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan
angka kredit sebesar 224,28 (dua ratus dua puluh empat empat
koma dua delapanj.
KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Muda sebesar Rp 960.000,00 (sembilan ratus
enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1
Maret 2019.
KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri  Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23- Maret 2019

M@,«»«r’:s: £ L GUBERNUR
“KEPW sBAN GKA BELITUNG,

D%
N

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

bl o

Kepala Kantor Regional VIl Badan Kepegawaian Negara Palembang di Palembang:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di
Pangkalpinang.




Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELI’FUNG

NOMOR: 188.44/ 340 /BKPSDM/2@19

TENTASIEE ST e

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLIST PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA SARMADI, S.AP.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

.oa.

bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan Direktur POL PP dan Linmas
Nomor 69/PPL/TU/SD.II/2019 tangal 31 Januari 2019
tentang Diklat Fungsional dan Uji Kompetensi Kenaikan-
Jenjang Jabatan Polisi Pamong Praja dan Penetapan Angka
Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Bangka = = Belitung - Nomor: -
823/057.d/PAK/I/SATPOL PP, tanggal 11 Jaruari 2019,
perlu mengangkat Sarmadi, SAP;

NIP.197406272006041011 kedalam jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Muda,; :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja Muda atas nama Sarmadi, S.AP.; :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494); £

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 st

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a_,,
Nomor 5679);
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10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
123);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
235);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara -dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian, dan
Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional,

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat Pegawai

Negeri Sipil:

~a. Nama ' : SARMADI, S.AP.
~b. NIP : 197406272006041011
c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Penata Muda Tingkat I /IIl.b/
TMT 01-10-2017
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda dengan
angka kredit sebesar 201,81 (dua ratus satu koma delapan
satu).

. Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Muda sebesar Rp 960.000,00 (sembilan ratus
enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 1
Maret 2019.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya. ' '

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal J} Maret 2019

- WK, GUBERNUR

KEPULAUAN,BANGKA BELITUNG,
ot AN,

P

2!
E ) : ‘
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Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang di Palembang;

2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Fangkalpinang;
2, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

. Sekretaris Tim Penilai
Pangkalpinang.

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA IELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELIT
NOMOR: 188.44/ 34 /BKPSDM/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSI
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA J

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELI! UNG

Menimbang : a bahwa berdasarkan Sura;t Dlrcktur J d
Administrasi Kewilayahan Direktur POL PP d
Nomor 69/PPL/TU/SD.I1/2019 tangal 3
tentang Diklat Fungsional dan Uji Kompetensi ,Ke
Jenjang Jabatan Polisi Pamong nga dan Penetapan
Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Nomor
823/056.d/PAK/01/SATPOL-PP, tanggal 11 Januan 2012
perlu mengangkat Juniardi, S. AP

NIP.198006022007011004 kedalam Jabatan Fungsmnal
Polisi Pamong Praja Muda; : i :

b. bahwa berdasarkan pertlmbanganf:scbagalmana dak : d‘
dalam huruf a, perlu menetag '
tentang Kenaikan Dalam Jabatan |
Praja Muda atas nama Junlardl, S AP,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 = Tahun
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bang 5 g*‘
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun .-2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ;Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republ’
Indonesia Nomor 5494); e

3. Undang-Undang Nomor 23 T;ahun
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg a ch
Tahun 2014 Nomor 244, Tamb
Republik Indonesia Nomor 5587)4;
beberapa kali terakhir dengan Undang fnd mor
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Unda
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia an 2615
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk. Indonesia -
Nomor 5679);




¥o)

10.

1L,

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturen Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
123);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
235);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara -dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian, dan
Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59

‘Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);



R r\n“

GUBLRNUR KIEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ g% /BKPSDM/2018 "

TENTANG

PENYESJAIAN/INPAS: >INLr DALAM JABATAN FUNGSIONAL !
POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA ATAS NAMA KUSUMA JAYA, S.H

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbarg -

Mengingat

o

(O8]

bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya,
dan  berdasarkan  Sertifikat Kompetensi Nomor
REG.19/00612/331.1/2/08/18 tanggal 13 Agustus
2018, caudara Kusuma Jaya, 8:H. NIP.
198410112008011004 telah memenuhi syarat untuk
diangkat melalul Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama,;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur  tentang  Penyesuaian/Inpassing dalam
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama atas
nama Kusuma Jaya, S.H,

Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2000

Nemor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil. Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 5679);



(@]

10

11

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Caji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana felah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 235);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jebatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun, Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 409); :

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya,;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39

Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian,
dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 1& Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016);

. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor

59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2016 Nomor 05 seri D);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulal tanggal 1 November 2018 mengangkat

Pegawal Negeri Sipil:

a. Nama  Kusuma Jaya, S H

b. NIP :198410112008011004

¢. Pangkat/Gol. Ruang/ : Penata Muda Tingkat [/II1.b/

TMT 01-10-2016

d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Polisi

Pamong Praja Pertama dengan angka kredit sebesar 174

(seratus tujuh puluh empat).

Kepada Pegawal Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Pertama sebesar Rp540.000,00 (lima
ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung
mulai tanggal 1 November 2018.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawali
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3% November 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Tembusan disampaikan Kepada Y:h.:

1

ds
5]

/ 3

Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian
Negara di Palembang;

Kepala  Satuan  Polisi Pamorg Praja  Provinsi
Kepulavan Bangka Belitung di Fangkalpinang,
Kepala  Badan  Keuangan  Daerah Provinsi
Kepulauun Bangka Belitung di Fangkalpinang;

- Sekretarnis Tim Penilai Jabutan Fungsional Polisi

Pamong  Praja
Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka

i

\
AB FATAH
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GUBERNURKR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

\ P

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 935 /BKPSDM/2018

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL
- POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA ATAS NAMA DUMEIRYDIANSYAH, S.H

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

o

bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsiona! Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya,
dan  berdasarkan  Sertifikat Kompetensi Nomor
REG.19/00609/331.1/2/08/18 tanggal 13 Agustus
2018, saudara Dumeirydiansyah, S.H. NIP.
197705172007011006 telah memenuhi syarat untuk
diangkat rmelalul Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan

- Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang  Penyesuaian/Inpassing dalam
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama atas
nama Dumeirydiansyah, S.H;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




5

16,

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 235);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabaten Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya,

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tertang Tata Cara Permintaan, Pemberian,
dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

Peraturan Dacrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Dacrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2016 Nomor OF seri D);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU ‘ . Terhitung mulai Langgal‘ 1 November 2018 mengangkat

Pegawail Negeri Sipil:

a. Nama : Dumeirydiansyah, S.H
b. NIP : 197705172007011006
c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Penata Muda Tingkat I/IIl.b/

TMT 01-10-2017
d. Unit Kerja : Satuan Polisi

Pamong Praja

Provinsi Kepulauan

Belitung

disesuaikan/inpassing dalam Jebatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Pertama dengan angka kredit sebesar 162

(seratus enam puluh dua).

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Pertama sebesar Rp540.000,00 (lima
ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung

mulai tanggal 1 November 2018.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1> November 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

L]

v\i )
W

ABDU AH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Xepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian
Negara di Pelembang;

2. Lepala  Sawan Polisi Pamong Praja Provinsi

... Kepulauan Bangia Belitung di Pangkalpinang:

,3’} Lepala Badan Keuangan Daerah Provinsi

" Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

4. Sekretarts Tim Penilai Jubatan Fungsional Polisi
Pamong  Praja  Provinsi  Kepulauan Bangka
Belitung.




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ o2t /BKPSDM/2018

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA
ATAS NAMA ZUHRI ARIFFIYANTO PUTRA, 3.IP

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya,
dan berdasarkan Sertifikat Kompetensi Nomor
REG.19/00035/331.1/2/03/18 tanggal 16 Maret
2018, saudara Zuhri Ariffiyanto Putra, S.IP. NIP.
197603122006041004 tclah memenuhi syarat untuk
diangkat 1nelalui  Penyesuaian/Inpassing dalam
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Penyesuaian/npassing
dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama

/ atas nama Zuhri Ariffiyanto Putra, S.IP;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);




‘\J

il

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 235);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tanun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fuungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 109);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
39 Tahun 2007 tentang Tata Cara: Permintaan,
Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan
Fungsional,

- Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNC

d

A

KECPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 181»5,44/4%»\% /BKPSDM/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENYESUAIAN/ INPASSING
JADATAN FUNGSIONAL POLIS! PAMONG PRAJA ATAS NAMA ISNANTO, 8S.AP

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang a.  bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016
tentang  Pengangkatan  Pegawai  Negeri Sipid dalam Jabatan
fFungsional Melalai :’mn'ﬁ:»;uaiml/ Inpassing, Saudara Isnanto,S.AP
NID. 1731228 200604 1 009 telah memernihi svarat untuk diangkat

dalam 1.--.bat,an fungsional Polisi Pamong Praja Pertamas;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
nurul oa, perlu menetapkan  Keputusan  Gubernur  tentang
Pengangkatan Penvesualan/ Inpassing Jabatan Fuangsional Polisi

Pamong Praja atas naua Isnanto,S.AP;

%?r 1121110 6t
Iadalmuit

—

ndang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
rovinsi Kepulauan Bangka Belitung {Lembaran Negara Republik
mhmw,m Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomocr 4033);

v/

3

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
kKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran . Negara ;~.z~;muh;\' Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Nomor 443 ’}'

Tatnbabat Lembiaran Negara nrnubhk Tndotiesia
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

{Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
-~ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

\ 2o, Tambahan Lermbaran Negara Kepublik Indonesia Nomor 3587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

ffmi«m Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah fembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaiji

Pegawar Negernn Syl {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
77 Nomor LI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengatn Perawuran Pemerifitah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahian Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 rentang Perawuran Gaji Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

o 3£y
;

&

&f

Pefatuian Pemerimnian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri ‘s:p;l {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 \'umm 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);




Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Kepetusan Presiden Nomor 87 Tahun
1999 {entang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawal Negeri Sipil

(Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

®. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Provinsi hepulauan DBangka Belitung (Lembaran Dacrah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri DJ);

Y. Peraturan Gubernur Kepulanan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Dacrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Bertta Daerah Provins: Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
Nomor 5 Seri D)

Mernpertuatikan @ 1. Peraturan Mcmrm Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja dain Angka Kreditnya;

Peraturan  DBersama Menterl Dalam Negeri dan Kepala Badan
Y A

kKepepawalan Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor O Tahun
2015 te nhmﬂ Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Menteri

44\‘\1(( ") Y14 1enis
S

T 23 v o e oy
Ay < ANy Cad €l AV LIRS T Loldridin ST LT LU L L A‘l.li,

5] A vy
1 APk

¥ ¥
S . 31
abhatan F n,:se}.m'w. Polisi Pamong Praja dan /\nv"\ {reditnva;

artur Nimovesrom Nsyvionr o l» un

S.ooSertdikat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pemcrmtahmi
Daerah No. Reg. 12.1100594-2016 tanggal 7 Febraari 2017

[ "1x:g\

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KITSATU o Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018 mengangkat Pegawai Negeri ¢ Sipil:
a. Nama : Isnanto,S.AP
b. NIP 19731228 200604 1 009
c. Pangkat/Gol Ruang/TMT : Penata Muda Tk.1 /{ITI/b)/
1 April 2018 )
d. Uit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Bangka Beliting
dalam jabatan tungsional Polisi Pamong Praja Pertama dengan angka kredit
sebesar 150 (seratus lima puluh).

=
g 2
e
“
=
-

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimak%ud dalam diktum KIESATU
. diberiloan tunjanean izhatan fungsional Polisi Pame ng Praja Pertamasa
sebesar Kp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupmh) setap bulan
terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018,




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/4$9.P /BKPSDM/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PENYESUAIAN/ INPASSING

JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA ATAS NAMA DODY CHANDRA, S.AP.

Menimbang

“Mengingat

b.

5.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional - Melalui Penyesuaian/ Inpassing, Saudara Dody
Chandra,S.AP NIP. 19810129 200801 1 005 telah memenuhi syarat
untuk diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja
Pertama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pengangkatan Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja atas nama Dody Chandra,S.AP;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Barngka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomocr 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintahh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);



Memperhatikan

Menetapkah
KESATU

e

_

KEDUA

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeti Sipil sebagimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Kepetusan Presiden Nomor 87 Tahun
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
Nomor 5 Seri DJ);

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja dan Angka Kreditnya;

bo

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun
2015  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;

3. Sertifikat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan
Daerah No. Reg. 12.1100593-2016 tanggal 7 Februari 2017;

MEMUTTISKAN:

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2()18'mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : Dody Chandra,S.AP
b. NIP : 19810129 200801 1 005
c. Pangkat/Gol Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I /(IlI/b)/
1 April 2018
d. Unit Kerja . Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepuiauan Bangka Belitung
dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pertama dengan angka kredit
sebesar 150 (seratus lima puluh).

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
diberikan tunjangan jabatan fungsional Pclisi Pamong Praja Pertama
sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan
terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018.




Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Mei 2018.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
vang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal /x Juni 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

-
g

Ly

ABD TAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
L. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- Kepala Kantor Regional VIl Badan Kepegawaian Negara ci Palembang,

2
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 430 /BKPSDMD/2019

Menimbang

Mengingat

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN F UNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA MUDA ATAS NAMA DAVID CASIDY, S.AP

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUN G,

a.

3.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya, dan berdasarkan Penetapan Angka
Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor:  823/055.j/PAK/1/SATPOL-PP tanggal 11
Januari 2019, Saudara David Casidy, S.AP.
NIP. 198304262008011009 telah niemenuhi syarat
untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja Muda;

bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang  Kenaikan dalam  Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja Muda atas nama David
Casidy, S.AP;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan - Daera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, T ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indoncsm Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 235);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya,;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian,
dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tzhun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016);

- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor

59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2016 Nomer 05 seri D);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Terhitung mwualai tanggal 1 Mei 2019 mengangkat Pegawai

Negeri Sipil:

a. Nama : David Casidy, S.AP

b. NIP : 19830426200801 1009

c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Penata Muda Tk. I/Ill.b/

TMT 01-04-2018

d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda 7
dengan angka kredit sebesar 219,67 (dua ratus sembilan
belas koma enam tujuh).

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional
Polisi Pameng Praja Muda sebesar Rp960.000,00 (sembilan
ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai
tanggal 1 Mei1 2G19,

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkarn.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3? -April 2019

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawzian

Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah = Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi

Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 9326 /BKPSDM/2018

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA ATAS NAMA MAULID, S.AP

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

a.

bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya,
dan  berdasarkan  Sertifikat Kompetensi Nomor
REG.19/00034/331.1/2/03/18 tanggal 16 Maret 2018,
saudara Maulid, S.AP. NIP. 197807192007011003 telah
memenuhi syarat untuk diangkat melalui
Penyesuaian/ npassing dalam Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Pertama,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang  Penyesuaian/Inpassing dalam
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama atas
nama Maulid, S.AP;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomcr 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




o,

10.

11

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketuyuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 235);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian,
dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Dacrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2016 Nomor 05 seri D);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU . Terhitung mulai tanggal 1 November 2018 mengangkat
Pegawal Negeri Sipil:
a. Nama : Maulid, S.AP
b. NIP : 197807192007011003
¢. Pangkat/Gol. Ruang/ : Penata Muda Tingkat [/IIl.b/
TMT 01-10-2018
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
disesuaikan /inpassing dalam Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Pertama dengan angka kredit sebesar 150
(seratus lima puluh).
KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Pertama sebesar Rp540.000,00 (lima
ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung
mulai tanggal 1 November 2018.
KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimanea mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 November 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ABW'ﬁ

-

Teubusan disampeaikan Kepada Yih.:
. Kepale Kentor Regional VII Badan Kepegawsiian
Negara di Palembang;
' Kepale. Satuan  Polisi  Pamong Praja Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
f«n; lepale  Badan Keuangan Dacrah Provinsi
'/ Kepulauan Bangk« Belitung di Pangkalpinang,
4. Sckretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi
Pamong  Praju  Provinsi  Kepulauan Bangka
Belitung.










embusan dlsdmpa‘kan Kepada Yt
|- Kepala- Kantor Regional VII.Badan
-~ Negara: di Pdlembang,’

Ke_pctla Satuan ’Pohs




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

POLISI PAMO

NOMOR: 188.44 /470 -¢ /BKPSDMD/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
NG PRAJA MUDA ATAS NAMA DEKKY JAYA SAPUTRA, SH

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 26

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya, dan berdasarkan Penetapan  Angka
Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor:  823/054.j/PAK/ I/SATPOL-PP tanggal 11
Januari 2019, Saudara Dekky Jaya Saputra, SH.
NIP. 198901142015021002 telah memenuhi syarat
untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja Muda; ‘

bahwa  berdasarkan pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Kenaikan dalam Jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Muda atas nama Dekky Jaya
Saputra, SH;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);




10.

1.

TTUTTIIRS S teAssvanacaul AYVLLWUL f pallUll 197 g wnuang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 235}:

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun . 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian,
dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016);

. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor

59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2016 Nomor 05 seri D);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 mengangkat Pegawai
Negeri Sipil:

a. Nama : Dekky Jaya Saputra, SH
b. NIP : 198901142015021002
c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Penata Muda Tk. I/HIl.b/
TMT 01-10-2018 ‘
d. Unit Kerja :Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda
dengan angka kredit sebesar 214,138 (dua ratus empat
belas koma satu tiga delapan).

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Muda sebesar Rp960.000,00 (sembilan
ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai
tanggal 1 Mei 2019.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipii yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Iﬁ%;} April 2019

UBERNUR
\NGEA BELITUNG,

e

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian

Negara di Palembang;

2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ .q /BKFSDM/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PENYESUAIAN/ INPASSING

JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA ATAS NAMA DARMAWI, S.AP.

Menimbang S

Mengingat o
4
5
6

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing, Saudara Darmawi, S.AP
NIP. 19790312 200701 1 007 telah memenuhi syarat untuk diangkat
dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pertama;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pengangkatan Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja atas nama Darmawi, S.AP; .

Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Baungks Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembseran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara KRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
{Lermnbaran Negara Republix Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaumana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomer 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
1977 Nomor il, Tambahsn Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nemor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123});

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tehun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037); y




7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Kepetusan Presiden Nomor 87 Tahun
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

8  Peraturan Dserah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri Dj;

9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
{Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Nomor 5 Seri D);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Memperhatkan @ |
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja dan Angka Kreditnya; y .
2. Peraturan Bersama Mentenn Dalam Negeri dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun
2015 tentang Petumjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
Serufikat Uji Kompctens: Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan
Dacrah No. Reg. 12 1100590-2016 tanggal 7 Februari 2017;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU ¢ Terhitung mulai tanggal 1 Januan 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : Darmawi, S.AP )
b. NIP © 19790312 200701 1 007
<. Pangkat/Gol Ruang/TMT : Penata Muda/(llI/a)/ 1 Oktober 2015
d. Unit Kerja © Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung
dalam jabatan fungsional Polis: Pamong Praja Pertama dengan angka kredit
sebesar 124 (seratus dua puluh empat).

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
diberikan tunjangan jabatan tungsional Polisi Pamong Praja Pertama
sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan
terhitung mulai tanggal | Jenuari 2018.




st

NETIGA

-

Kepulusan Gubernur im mulas berlaku surut pada langgal 1 Januan 2018.

Asli Keputusan Gubernur i disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
vang bersangkutan uncuk dipergunakan scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal |2 Januari 2018

Fembusan disanpaikan Kepada Yeh
oot Dhedeeen N AN A badesvtn
7 Kepala Kantor Regional VII Badan Kepeguwaian Negara o Palemibang
¢ Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Keprlanan Bangke Belitung ai
4, Kepala Satuan Polisi Pamsong Praja Provinsi Kepulauan Bangss Belitung di szgh!pmng

| YR

Prada




(I BERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ A ; /BKPSDM/2018

TENTANG

' PENGANGKATAN PENYESUAIAN/ INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA ATAS NAMA MUHAMAD RIDWAN, SH.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang ¢ a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
' Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional Melalui Penvesuaian/Inpassing, Saudara Muhamad
Ridwan,SH NIP. 19770411 200801 ! 006 telah memenuhi syarat
untuk diangkat dalam japatan fungsional Polisi Pamong Praja

Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pengangkatan Penyesuawan/ Inpassing Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja ates nama Muhamad Ridwan, SH;

I Undang Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukar

Provinsi Kepulauan Bangke Belitung (Lembaran Negara Republik

ndonesia Tahun 2000 Nemor 217, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4033);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tertang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republit Indonesia Tahun 2014 Nomor 0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Rm}aublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); '

¥

Per ¢ ¥ Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
egeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
‘2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5

v .« Nomor 6087);

ol




KETIGA Kepulusan Gubernur ini mulai beriuku surut pada tanggal 1 Januari 2018.
Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
vang bersangiutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1L Januar 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

-

e

Tembusan disampalkan Kepada Yth.
1 Wengort Dealam Nowen ol Judeseta v
2. Kepala Kantor Regional VIl Badan Kepegawaian Negara di Palembang.

3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Proviosi Kepulauan Bangha Bolitung di Pangkalpinang,




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ Lot /BKPSDMD/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

POLISI PAMONG PRA.JA PELAKSANA LANJUTAN ATAS NAMA SULAIMAN

Menimbang

Mengingat

. 4a.

.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan PFungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya, dan berdasarkan Penetapan Angka
Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor: 823/054.f/PAK/I/SATPOL-FP tanggal 11
Januari 2019, Saudara Sulaiman. NIP.
197502082002121002 telah memenuhi syarat untuk
diangkat dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
Pelaksana Lanjutan; .

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang  Kenaikan dalam = Jabatan
fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan atas
nama Sulaiman;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor $ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




10.

11.

12

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 235);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian,
dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2016 Nomor 05 seri D); :



MEMUTUSKAN:

Menetapkan -
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 mengangkat Pegawai

Negeri Sipil:

a. Nama : Sulaiman

b. NIP : 197502082002121002

c. Pangkat/Gol. Ruang/ :Pengatur Tk. I/Il.d/

TMT 01-04-2018

d. Unit Kerja :Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pclaksana

Lanjutan dengan angka kredit sebesar 150,232 (seratus

lima puluh koma dua tiga dua).

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan sebesar
Rp450.000,00 {empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap
bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019.

KETIGA - Keputusan Guoernur ini mulai berlaku pada tanggal

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1.

2.
3.

4.

ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal M Mei 2019

. WAKIL GUBERNUR
WLALAN BANGKA BELITUNG,

i A

Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian
Negara di Palembang;

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provins:
Kepulausan Rangiea Belitung di Pangkalpinang:
Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang:
Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Provinsi Kepuleuan Bangka
Belitung.



.\“;Q!yx.\;‘f/lsﬁ?’(‘,\?ixﬁg/
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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ ¢al /BKPSDM,;2018

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PIELAKSANA ATAS NAMA ADERI

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang I &

b.

Mengingat e &

o %,

3.

bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri
Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya,
dan  berdasarkan  Sertifikat Kompetensi Nomor
REG.19/01536/331.1/1/08/18 tanggal 13 Agustus
2018, saudara Aderi, NIP. 197804052002121005 telah
memenuhi syarat untuk diangkat melalui
Penyesuaian/ Inpassing dalam Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Pelaksana,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur  tentang  Penyesuaian/Inpassing dalam
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana atas
nama Aderi:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Takun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubaly beberapa kali -erakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tehun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talhun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara “epublik Indonesia Nomor 5679);




4.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tehun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomecr 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indcnesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9.

10.

L1.

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 235);

Keputusan Fresiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah bebkerapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menter: Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian,
dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

Peraturan Dacrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

12,

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
59  Tohun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Dacrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2016 Nomor 05 seri D)

)




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal 1 November 2018 mengangkat
Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama ‘ : Aderi ‘
b. NIP : 197804052002121005
c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Pengatur Tingkat I/11.d/
TMT 01-04-2018
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Pelaksana dengan angka kredit sebesar 80
(delapan puluh).

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Pelaksana sebesar Rp360.000,00 (tiga
ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai
tanggal 1 November 2018.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal ¢ November 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

x| i
o il

A\

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian

Negara di Palernbang;
2. Kepala Satcan

Polisi  Pamong Praja Provinsi
r Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpina:g
(3. Kepala Badan

¥
<3

Keuargan Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi

Pamong  Praja

Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka




GUBIERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ 939 /BKPSDM/2018

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA ATAS NAMA MAUREN

Menimbang

Mengingat

a.

4.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fangsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya,
dan  berdasarkan  Sertifikat Kompetensi  Nomor
REG.19/01535/331.1/1/08/18 tanggal 13 Agustus
2018, saudara Mauren, NIP. 196812122006041013
telah  memenuhi syarat untuk diangkat melalui
Penyesualan/ Inpassing dalam Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Pelaksana,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur  tentang  Penyesuaian/Inpassing dalam
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana atas
nama Mauren;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembernitukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undarg-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran -Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):




9.

10.

11,

12:

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Ceji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Fresiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 235);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 20185 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya,;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian,
dan Penghertian Tunjangan Jabatan Fungsional;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016);
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita
Dacrah Previnst Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2016 Nomor 05 seri D);

)



g

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal 1 November 2018 mengangkat

Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : Mauren
b. NIP : 196812122000041013
c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Pengatur Tingkat I/1I1.d/
TMT 01-04-2018
a. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulanan Bangka
Belitung

disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Pelaksana dengan angka kredit sebesar 80
(delapan puluh).

Kepada Pegawail Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Pelaksana sebesar Rp360.000,00 (tiga
ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai
tanggal 1 November 2018.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal #% November 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ﬂ\______,L

\  ABDUL FAPAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

L. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian

Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan

Pamong. Praja

Belitung.

. Kepala  Badan

Polisi Pamong Praja Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
Keuangan  Daerah  Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
“4. Sekretaris Tim Penilal Jabataa Fungsional Polisi
Provinsi  Kepulauan  Bangka




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ g /BKPSDMD /2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA LANJUTAN ATAS NAMA ACHYAR

Menimbang

Mengingét

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya,
dan berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor:
823/053.j/PAK/1/SATPOL-PP tanggal 11 Januari 2019,
saudara Achyar. NIP. 197103022006041010 telah
memenuhi  syarat untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Kenaikan dalam Jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan atas nama
Achyar;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi- Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Ipdonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2C14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S53587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5679) ;

)




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 mengangkat Pegawai -
Negeri Sipil:

a. Nama : Achyar
b. NIP : 197103022006041010
c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Pengatur Tingkat I/11.d/
TMT 01-10-2018
d. Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinei Kepulauan Bangka
Belitung

dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana
Lanjutan dengan angka kredit sebesar 134,112 (seratus tiga
puluh empat koma satu satu dua).

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Pelaksana sebesar Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung
mulai tanggal 1 Mei 2019.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Temtusan disampaikan Kepada Yth.:
'. Kepala Kantor Regional VI Badan [lepegawaian

Negara di Palembang;
" Kepala Satuan

N

Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

3. Kepala Badan

Keuangan Daerah  Proviasi

Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

4. Sekretaris Tim Penilai
Pamong  Przja

Belitung.

Jabatan Fungsional Polisi

Provinsi  Kepulauan Bangka
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GUBLRNUK KIEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ 47 /BKPSDM/2018

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA ATAS NAMA RACHMAD SURYAWAN

Mcenimbang

Mengingat

a.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya,
dan  berdasarkan  Sertifikat Kompetensi  Nomor
REG.19/01534/331.1/1/08/18 tanggal 13 Agustus
2018, saudara Rachmad Suryawan, NIP.
197105312006041005 telah memenuhi syarat untuk
diangkat melalul Penyesuaian/ Inpassing dalam Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana;

bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penyesuaian/Inpassing dalam
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana atas
nama Rachmad Suryawan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Ncgara  Republik Indonesia Tahun 2000
Nomer 217, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nornor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




=]

10.

kL.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaumana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Perataran Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomecr 235);

Kepurusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian,
dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

Peraturan Daecrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016);

- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor

59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2016 Nomor 05 seri D);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulal tanggal 1 November 2018 mengangkat
Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : Rachmad Suryawan
b. NIP : 197105312006041005
¢. Pangkat/Gol. Ruang/ : Pengatur Tingkat [/11.d/
T™T 01-04-2018
d. Unit Kerja :Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

disesuaikan/inpussing dalam Jabatan Fungsional Polisi
Paimnmong Praja Pelaksana dengan angka kredit sebesar 80
(delapan puluh).

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Pelaksana sebesar Rp360.000,00 (tiga
ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai
tanggal 1 November 2018.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 252 November 2018

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

" ._.___ 3_,/

)
AWM

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
I Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian

Negara di Palembang;
2. Kepala Satuan

Polisi  Pamong Praja  Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

: 3 ‘Kepala  Badan

Keuangan Daerah  Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Sekretaris Tim Penilei Jabatan Fungsional Polisi

Pamong  Praja

Belitung.

Previnsi  Kepulauan — Bangka




GUBERNUR KEPULAUAN BANG

KA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang

Mengingat

NOMOR: 188,44/ < /BKH
TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN

i ~a

SDMD/2019

UNGSIONAL

POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA LANJUTAN

ATAS NAMA ARWIN JULIANDI

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

a. bahwa untuk melaks

Peraturan Menteri Penda;

Reformasi Birokrasi No
Jabatan Fungsional Pol
Kreditnya, dan  berd
Kredit
Praja

Nomor:
Januari
NIP. 197107262006041

Provinsi Kep

Jabatan Fyngsional

823/053.d/PAK]/ VIl /SATPOL-PP
2019, Sa

akan ketentuan Pasal 26
yagunaan Aparatur Negara dan
mor 4 Tahun 2014 tentang
si Pamong Praja dan Angka
pasarkan  Penetapan  Angka
Polisi Pamong
Bangka Belitung
tanggal 11
Arwin Juliandi.
telah memenuhi syarat

Llauan

udara
D03

untuk diangkat dalam jalpatan Fungsional Polisi Pamong

Praja Pelaksana Lanjutan},

b. bahwa berdasarkan
dimaksud dalam huruf a
Gubernur tentang
Fungsional Polisi Pamong
nama Arwin Juliandi;

1. Undang-Undang Nomoq
Pembentukan Provinsi

(Lembaran Negara  Reg
Nomor 217, Tambahan]
Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor §
Sipil Negara (Lembaran
Tahun 2014 Nomor 6,
Republik Indonesia Nomd

3. Undang-Undang Nomon
Pemerintahan Daerah
[ndonesia Tahun 2014 N¢
Negara Republik Indone
telah diubah beberapa
Undang Nomor 9 Tahun
Atas Undang-Undang N
Pemerintahan Daerah

)

pertimbangan sebagaimana
perlu menetapkan Keputusan
Kenaikan dalam Jabatan
Praja Pelaksana Lanjutan atas

27 Tahun 2000 tentang
Kepulauan Bangka Belitung
ublik Indonesia Tahun 2000
Lembaran Negara Republik

Tahun 2014 tentang Aparatur
Negara Republik Indonesia

Tambahan Lembaran Negara
r 5494),

23 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republik
mor 244, Tambahan Lembaran
sia Nomor 5587) sebagaimana
kali terakhir dengan Undang-
PO15 tentang Perubahan Kedua
pmor 23 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2015 ﬁomor 58, Tambalan Lembaran

Negara Republik Indones

a Nomor 5679);




Ul

10.

11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomer 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nemor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 235);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian,
dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

Peraturan Dacrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2016 Nomor 05 seri D);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU Ternitung mulai tanggal 1 Juni 2019 mengangkat Pegawai
Negeri Sipil:
a. Nama : Arwin Juliandi
b. NIP : 197107262006041003
c. Pangkat/Gol. Ruang/ : Pengatur Tk. I/I1.d/
TMT 01-04-2018
d. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka -
Belitung
dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana
Lanjutan dengan angka kredit sebesar 125,948 (seratus dua
puluh lima koma sembilan empat delapan).
KEDUA Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan sebesar
Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap
bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019.
KETIGA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Asli Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya. '

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9\ Mei 2019

Tembusan c¢isampaikan Kepada Yth.:

1.

N

W

Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian
Negara d: Palembang;

. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauen Bangka Belitung di Pangkalpinang;

. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi

Kepulauen Bangka Belitung di Pangkalpinang;

. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi

Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka
Belitungz.




GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ ﬂ"? /BKPSDMD/2019

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA ATAS NAMA YULIMAN ANDRE

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KEW‘M~UAN BANGKA BELITUNG,

a. bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 26

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya, dan berdasarkan Penetapan Angka
Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor: 823/053.c/PAK/I/SATPOL-PP tanggal 11
Januari 2019, Saudara Yuliman Andre.
NIP. 197407272006041010 telah memenuhi syarat
untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja Pelaksana Lanjutan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur  tentang Kenaikan dalam  Jabatan
Fungsional Poiisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan atas
nama Yuliman Andre;

Undang-Undang Nomor 27 'I‘ahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Umdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pega,wm Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk
indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pcmenntah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 235});

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1959 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pclisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian,
dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Behtung Tahun
2016 Nomeor 05 seri D);




